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ABSTRAKSI 

 

Nama Rosita Putri Primansyah 

NIM 202010110311594 

Judul Urgensi Pidana Tambahan Dalam Pemulihan 

Kawasan Hutan Berdasarkan Undang -Undang 

Lingkungan Hidup 

Dosen Pembimbing 1. Ratri Novita Erdianti, S.H.,M.H 

2. Shinta Ayu Purnamawati, S.H.,M.H 

Permasalahan mengenai lingkungan hidup di Indonesia terutama didalam 

lingkungan hutan semakin mengalami peningkatan terlepas dari bagaimana  serta 

apa saja jenis kerusakan hutan yang ada, sehingga penulis melakukan penelitian 

yang berfokus pada bentuk penyelesaian akan segala jenis kerusakan hutan yang 

ada di Indonesia  melalui sanksi pidana tambahan yang ada di dalam undang-

undang lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan karena sejauh ini bentuk 

kerusakan hutan yang dilakukan oleh para pelaku tindak kejahatan hanya 

mendapatkan sanksi berupa sanksi pidana penjara serta sanksi pidana denda, oleh 

karena itu di dalam penelitian ini dihadirkan contoh putusan yang didalamnya berisi 

beberapa contoh penjatuhan sanksi pidana tambahan dan kemudian dianalisis untuk 

mendapatkan jawaban akan permasalahan yang dijadikan titik fokus penulis. 

Penelitian ini dilakukan karena dampak langsung  dari kerusakan itu sendiri adalah 

makhluk hidup juga karena alam dan mereka pastinya juga membutuhkan sejumlah 

perawatan untuk kembali didalam kategori baik. Sehingga dalam penelitian ini 

menimbulkan permasalahan mengenai adanya pengaturan sanksi pidana tambahan 

dalam UUPLH sebagai upaya pemulihan kerusakan hutan di Indonesia dan manfaat 

penjatuhan sanksi pidana tambahan bagi pemulihan kerusakan hutan di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan 

Pendekatan kasus (Case Apporoach) dan perundang-undangan. Teknik 

pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, analisis kasus yang 

telah disediakan serta tambahan wawancara kepada pihak narasumber ICEL 

sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pada 

Pasal 119 Undang-undang lingkungan Hidup menyebutkan beberapa bentuk sanksi 

pidana tambahan yaitu Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakan 

pidana, Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan,Perbaikan 

akibat tindak pidana.Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak 

dan/atau Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) 
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tahun.  Sehingga  bentuk perbaikan akibat tindak pidana yaitu Pemulihan dengan 

cara penghapusan sumber polusi dan pembersihan bahan polusi, Pemulihan dengan 

cara Modernisasi, Pemulihan dengan cara reboisasi, Pemulihan dengan cara 

Rehabilitasi. Kemudian untuk menjawab mengenai manfaat adanya perbaikan 

lingkungan berupa pemulihan kawasan yaitu Efisiensi waktu pemulihan, 

Pembiayaan yang lebih murah, Ekosistem Flora dan Fauna cepat pulih.Kesimpulan 

penelitian ini yaitu adanya pengaturan sanksi pidana tambahan yang kemudian 

diberikan dalam putusan dapat membuat dampak baik yang lebih besar yaitu 

efektivitas waktu yang diperlukan alam untuk meregenerasi tubuhnya untuk 

kembali menjadi standar baik lebih cepat dan juga memutus penambahan dampak 

negatif akibat pengrusakan. Dari hasil penelitian diatas maka diperoleh saran yakni 

meninjau kembali segala jenis aturan mengenai sanksi pidana tambahan yang ada 

di dalam undang-undang lingkungan hidup  serta di dalam undang-undang 

kehutanan serta perlunya tambahan penjelasan mengenai pengeksekusian sanksi 

pidana tambahan yang telah diputuskan oleh pihak pengadilan. 

Kata Kunci :  Efektivitas ,Sanksi Pidana Tambahan dan Pemulihan Kawasan Hutan  
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ABSTRACT 

 

Nama Rosita Putri Primansyah 

NIM 202010110311594 

Judul Urgensi Pidana Tambahan Dalam Pemulihan 

Kawasan Hutan Berdasarkan Undang -Undang 

Lingkungan Hidup 

Dosen Pembimbing 1. Ratri Novita Erdianti, S.H.,M.H 

2. Shinta Ayu Purnamawati, S.H.,M.H 

 

Problems regarding the environment in Indonesia, especially in the forest 

environment, are increasing regardless of how and what types of forest damage 

exist, so the author conducted research that focuses on forms of resolution of all 

types of forest damage in Indonesia through additional criminal sanctions in in 

environmental law. This research was carried out because so far the forms of forest 

damage carried out by criminals have only received sanctions in the form of 

imprisonment and fines, therefore in this research examples of decisions are 

presented which contain several examples of the imposition of additional criminal 

sanctions and then analyzed. to get answers to the problems that are the author's 

focus point. This research was carried out because the direct impact of the damage 

itself is to living creatures as well as nature and they certainly also need a number 

of treatments to return to the good category. So this research raises problems 

regarding its existence regulation of additional criminal sanctions in the UUPLH as 

an effort to restore forest damage in Indonesia and the benefits of imposing 

additional criminal sanctions for the restoration of forest damage in Indonesia. This 

research uses a normative juridical methodCase approach (Case Approach) and 

legislation. The legal material collection technique uses literature study, analysis of 

cases that have been provided and additional interviews with ICEL resource persons 

as secondary data. The results of the research show that based on Article 119 of the 

Environmental Law, there are several forms of additional criminal sanctions, 

namely confiscation of profits obtained from criminal acts, closure of all or part of 

business premises and/or activities, repairs resulting from criminal acts. Obligation 

to carry out what was neglected without rights and/or Placement of the company 

under guardianship for a maximum of 3 (three) years. So the form of repair resulting 

from criminal acts is recovery by eliminating sources of pollution and cleaning up 

polluting materials, recovery by modernization, recovery by reforestation, recovery 
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by rehabilitation. Then to answer the benefits of environmental improvements in 

the form of area restoration, namely efficiency of recovery time, cheaper financing, 

the flora and fauna ecosystem recovers quickly. The conclusion of this research is 

that the provision of additional criminal sanctions which are then given in the 

decision can have a greater good impact, namely the effectiveness of the time it 

takes for nature to regenerate its body to return to a good standard more quickly and 

also to stop additional negative impacts due to destruction. From the results of the 

research above, suggestions were obtained, namely reviewing all types of 

regulations regarding additional criminal sanctions that exist in environmental law 

and forestry law as well as the need for additional explanations regarding the 

execution of additional criminal sanctions that have been decided by the court.  

Keywords: Effectiveness, Additional Criminal Sanctions and Restoration of Forest 

Areas 
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